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ARTICLE INFO ABSTRACT

The procurement of government fixed assets in the form of buildings,
business vehicles, and others has not taken into account the entire
costs associated with the purchase of fixed assets. The total cost of
ownership scheme offers a concept that takes into account the entire
costs associated with the purchase, use, maintenance, and disposal of

assets.

Keywords This study aims to develop a conceptual model based on the
Government Goods / assumption that the total cost of ownership can be used by the
Services Procurement: government in implementing fixed asset capital spending. Through
Government Capital ' this research it is hoped that the government can improve the
Expenditure; efficiency of procurement of fixed assets through the implementation
Total Cost Ownership; of the total cost ownership scheme.

State-Owned Assets The method used in this study is the method of literature study by

collecting some of the previous research results related to the theory
and practice of total cost ownership. The resulting insights from the
previous study were then analyzed using theme analysis for
abstraction, thus generating a conceptual model of total ownership
cost for the procurement of government fixed assets. The result of this
study is a general model proposal for the assessment of total cost of
ownership which includes a calculation of the total cost associated
with the goods to be purchased by the government at each stage of
decision-making, from the search and selection stages to the end of
the term.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016, Basuki Tjahaja Purnama pernah mengatakan bahwa: “pada tahun 1960, bus
yang digunakan seluruhnya bermerek Mercedes, masa sekarang yang dipakai bermerek 'Ahok’. Itu
adalah suatu kemunduran” (Sari, 2019). Akhir-akhir ini, polemik pengadaan bus untuk moda
transportasi masal di Jakarta kembali menyedot perhatian publik. Bus Trans Jakarta asal negeri tirai
bambu yang sempat dilarang pengoperasiannya di Jakarta karena kasus terbakarnya bus dimaksud di
daerah Pancoran pada tahun 2016 yang lalu, sekarang mulai kembali mengaspal di jalanan ibukota
(Wijaya, 2019).

Sejatinya, fenomena carut marut tersebut berawal dari proses pemilihan pemenang tender
(Hidayat, 2015). Dalam proses tersebut, pemerintah menentukan pemenang berdasarkan aturan
main: penyedia yang menawarkan barang yang memenuhi spesifikasi teknis dan harga termurah,
maka dialah yang menang (Putra, Atmanto, & Azizah, 2015). Tidak jarang, masalah pun berlanjut
seperti yang Basuki Tjahaja Purnama kemukakan: “saya kan pernah sampaikan pada saat
pemerintah provinsi DKI hendak mengadakan bus tahun 2013, saya bersikeras, belilah bus yang
kelas dunia, tetapi kan mereka mainkan. Oleh karenanya, produsen yang selalu menang itu berasal
dari Tiongkok” (Sari, 2019). Bahkan, mencuatnya kasus korupsi terkait pengadaan kendaraan
seringkali disebabkan karena adanya tindak permainan, persis seperti apa yang diungkapkan oleh
Basuki Tjahaja Purnama, antara penyedia dan pejabat pembuat komitmen yang bersangkutan -
pejabat pembuat komitmen dalam penelitian ini selanjutnya disebut: manajer proyek- (Amiruddin,
2012; Kurniawan & Pujiyono, 2018).
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Permasalahan penentuan pemenang tender yang menitikberatkan pada harga termurah seringkali
menimbulkan masalah berupa barang yang diperoleh memiliki biaya pemeliharaan yang cukup
tinggi di masa setelah barang tersebut digunakan (Walterbusch, Martens, & Teuteberg, 2013).
Ketika membeli suatu barang, jangan hanya harga beli saja yang dipertimbangkan melainkan
seluruh biaya yang dikeluarkan selama masa manfaat ekonomis barang dimaksud harus juga
menjadi perhatian utama (Ellram & Siferd, 1998). Pembeli, dalam hal ini pemerintah, seringkali
luput dalam memperhitungkan seluruh biaya yang terjadi selama aset tersebut dimanfaatkan, seperti
biaya yang berkaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan disposisi aset (Hagman, Ritzén, Stier,
& Susilo, 2016). Jika seluruh biaya tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan harga beli, tentunya
masalah moda transportasi massal yang terbakar di Jakarta pada 2016 lalu dapat dihindari.

Di luar sisi moral hazard dari oknum manajer proyek yang nakal, pemerintah seharusnya dapat
memasukkan semua unsur biaya yang berkaitan dengan pembelian moda transportasi massal
tersebut. Jika semua unsur biaya tersebut dimasukkan, pemerintah akan memiliki justifikasi yang
lebih kuat untuk tidak memilih moda transportasi yang berasal dari negeri tirai bambu yang belum
teruji dan disangsikan keawetannya. Mekanisme pembelian dengan mempertimbangkan semua
faktor biaya yang berkaitan dengan transaksi pembelian tersebut dinamakan total cost ownership
(Ellram, 1995; Ferrin & Plank, 2002).

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Konsep total cost ownership merupakan
pengembangan dari konsep activity based costing (Ellram & Siferd, 1998; Johnson & Kaplan, 1987,
Perona, Saccani, & Bacchetti, 2017). Model total cost ownership sudah mempertimbangkan biaya
pembelian dan operasional serta menghitung aspek kualitas dan biaya pemeliharaan (Prabhakar &
Sandborn, 2012). Bahkan, beberapa model total cost ownership sudah memasukkan biaya depresiasi
dan nilai jual kembali dalam menghitung total nilai akuisisi aset tetap terkait dengan pembelian
kendaraan operasional Pemerintah Amerika Serikat (Spitzley, Grande, Keoleian, & Kim, 2005).

Sustainabilitas lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam model total cost ownership
yang digunakan berbagai industri di Inggris (Baines et al., 2007). Biaya awal untuk keputusan
strategis, pemilihan layanan cloud-computing dan tipe cloud menjadi komponen utama dalam model
total cost ownership yang diimplementasikan oleh industri teknologi informasi di Jerman
(Walterbusch et al., 2013). Namun, model total cost ownership yang dikembangkan dalam beberapa
penelitian terdahulu tersebut hanya menitikberatkan pada komponen biaya pembelian dan
operasional saja. Seharusnya, pendekatan total cost ownership lebih menitikberatkan pada perspektif
pelanggan sehingga lebih memperhatikan secara komprehensif mengenai evaluasi biaya yang
dikeluarkan oleh pelanggan, seperti biaya awal pencarian, biaya evaluasi produk-pemasok, serta
biaya penghapusan produk pada akhir masa manfaatnya.

Tinjauan menyeluruh dari biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, dari pencarian produk hingga
penghapusan, sangat jarang diungkap dalam penelitian-penelitian terdahulu. Secara khusus, biaya
pencarian dan pemilihan produk seringkali diabaikan dalam komponen model total cost ownership,
sehingga menghasilkan perspektif yang tidak lengkap. Disinilah letak kesenjangan dari beberapa
riset terdahulu tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memasuki beberapa area
yang belum banyak disentuh oleh riset terdahulu tersebut dengan menjawab pertanyaan penelitian:
“bagaimana seharusnya model total cost ownership bagi pemerintah selaku pelanggan/konsumen
akhir?” Penelitian ini berfokus pada perumusan model total cost ownership dengan mengabstraksi
hasil studi literatur terdahulu yang memaparkan berbagai macam model total cost ownership
sehingga menjadi informasi bagi konsumen akhir ketika hendak melakukan pembelian barang.
Secara umum pendekatan total cost ownership digunakan untuk konteks bisnis-kepada-bisnis.
Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah bisnis-kepada-konsumen dalam rangka
mengatasi kesenjangan penelitian terdahulu.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Kerangka konseptual studi
literatur yang diimplementasikan adalah adaptasi dari metode studi literatur Qadri (2019), Khan,
Kunz, dan Kleijnen (2003), serta Tranfield, Denyer, dan Smart (2003). Secara umum, tahapan yang
dilakukan adalah:
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Gambar 1. Tahapan Studi Literatur (Qadri, 2019)
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Pada tahap awal, peneliti berhasil mengidentifikasi sebanyak 198 artikel yang berasal dari basis
data Scopus dengan menggunakan kata kunci: total cost ownership. Selanjutnya, peneliti melakukan
reduksi artikel dengan memasukkan kriteria berupa artikel tersebut harus merupakan seminal paper
agar model kerangka konseptual yang dirumuskan dapat sejalan dengan filosofi yang dikembangkan
oleh peneliti yang paling berpengaruh dalam pengembangan teori total cost ownership. Diperoleh
beberapa artikel yang memenuhi kualifikasi tersebut, yaitu: Ellram (1993c), Ellram (1995), serta
Ellram dan Silferd (1998). Setelah itu, perumusan model konseptual dilakukan berdasarkan ketiga
seminal papers tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total biaya kepemilikan dapat didefinisikan sebagai “jumlah biaya yang berkaitan dengan
perolehan, penggunaan, dan penghapusan suatu aset atau lini servis” (Ellram, 1995). Pada
dasarnya, konsep total biaya kepemilikan berkaitan dengan life cycle costing, yaitu “suatu teknik
analisis biaya yang mencakup keseluruhan biaya terkait suatu produk, mulai dari proses produksi
s.d. proses penghapusan” (Sherif & Kolarik, 1981). Namun, life cycle costing berbeda dari TCO
dari sisi life cycle costing mengadopsi perspektif produk dan biaya komputasi terlepas dari siapa
subjek yang mengeluarkannya. Sementara TCO mengadopsi sudut pandang pembeli, seperti
penghitungan biaya yang terkait dengan pencarian, akuisisi, instalasi, operasional, dan penghapusan
barang oleh pelanggan. Dengan demikian, TCO memiliki horizon waktu yang lebih pendek daripada
life cycle costing. Penelitian ini mengintisarikan beberapa penelitian terdahulu yang
mengembangkan model TCO baru untuk pembelian barang-barang konsumsi yang memiliki umur
ekonomis lebih dari setahun, seperti: mobil, mesin percetakan, dan komputer. Model TCO tersebut
akan mendukung keputusan pembelian konsumen akhir yang dalam hal ini adalah pemerintah.
Sejatinya, model tersebut cocok untuk diterapkan terhadap beberapa kategori belanja modal
pemerintah.

Pada dasarnya, model TCO banyak mengadopsi filosofi dari penghitungan biaya berbasis
aktivitas yang menghasilkan item biaya. Oleh karena itu, model TCO yang diusulkan dalam
penelitian ini mempertimbangkan seluruh unsur biaya mulai dari fase pembelian barang yang
termasuk kategori belanja modal sampai dengan fase akhir masa pakai barang dimaksud. Meskipun
tujuan utamanya adalah untuk mendukung keputusan belanja modal pemerintah, model TCO yang
dikembangkan akan fleksibel untuk melayani tujuan yang berbeda. Gambar 2 menyajikan tentang
model TCO yang dikembangkan untuk belanja modal pemerintah berdasarkan beberapa penelitian
seminal terkait TCO, yaitu: Ellram (1993b), Ellram (1995), Ellram dan Siferd (1998), serta Ferin
dan Plank (2002). Fokus utama adalah aktivitas pemerintah yang terjadi selama siklus hidup barang
milik negara dan item biaya yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut. Kegiatan tersebut dan biaya
terkait dibingkai sesuai dengan proses yang berkaitan dan fase waktu di mana mereka terjadi.

Rokhmat Taufiq Hidayat et.al (Penyediaan Barang Milik Negara Berbasis Biaya Kepemilikan Total...)



Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal limiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani P-ISSN 2355-309X , E-ISSN 2622-8696
Vol 7, No. 2, September 2020, pp. 88-95 91

Gambar 2. Model Konseptual TCO
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Gambar 2 menggambarkan model aktivitas yang diklasifikasikan berdasarkan fase dan proses.
Fase waktu dibagi menjadi empat fase, yaitu: (1) fase pemilihan dan pembelian barang milik negara,
mencakup fase pencarian dan akuisisi. Selama fase ini, pemerintah membuat beberapa keputusan:
apakah benar-benar membeli barang tersebut, terutama ketika opsi alternatif tersedia, atau tidak;
merek dan model apa yang akan dibeli; di mana membelinya; dan bagaimana cara membayarnya.
(2) Fase penempatan, meliputi kegiatan yang memungkinkan agar barang dapat digunakan
sebagaimana tujuan pengadaannya dan dikuasai oleh pemerintah selaku konsumen akhir. Biaya pada
fase ini berkaitan dengan: pengiriman, pemasangan, dan pelatihan. Fase ini berakhir ketika barang
siap untuk digunakan. (3) Fase eksploitasi, meliputi fase di mana barang tersebut sudah dicatat
sebagai barang milik negara dan dapat digunakan sesuai fungsinya. (4) Fase penghapusan, dimulai
ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus barang milik negara tersebut dan selesai ketika
pemerintah benar-benar memberikannya kepada pihak lain atau memusnahkannya.

Selain itu, model pada Gambar 2 mengidentifikasi lima proses, yaitu: (1) proses pengambilan
keputusan yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang terkait, seperti:
perpanjangan garansi dan penambahan aksesori. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini termasuk
menentukan persyaratan, mengumpulkan informasi, dan membandingkan berbagai penawaran dari
penyedia. (2) Pengelompokkan aktivitas, berkaitan dengan akuisisi dan kepemilikan produk, terlepas
dari bagaimana produk tersebut digunakan. (3) Pelatihan, meliputi kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk meningkatkan keterampilan para pengguna barang untuk menggunakan dan
memelihara barang milik negara. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini termasuk kegiatan
memperoleh informasi dan saran melalui dokumentasi teknis atau sumber lain. (4) Penggunaan,
mencakup aktivitas yang terkait dengan eksploitasi produk dan konsumsi sumber daya terkait,
seperti energi, bahan bakar, air, dan pelumas. (5) Dukungan produk, proses mengelompokkan
kegiatan yang mendukung penyebaran, eksploitasi, dan akhir masa pakai produk, seperti
pemasangan, pemeliharaan, dan pembuangan. Kegiatan pada Gambar 2 dikodifikasi berdasarkan
fase temporer di mana fase tersebut terjadi serta kategori proses yang dimiliki.

Model Biaya

Item biaya moneter, biaya peluang, dan biaya non-moneter dapat dikaitkan dengan setiap
aktivitas yang konsisten dengan pendekatan berbasis nilai. Biaya moneter memperhitungkan seluruh
pengeluaran aktual pemerintah yang menghasilkan arus kas negatif, misalnya, jika ada mobil dinas
milik pejabat eselon | rusak berat dan harus diperbaiki di bengkel, maka pemerintah yang dalam hal
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ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan menanggung biaya untuk perbaikan besar. Biaya
moneter dapat diidentifikasi dengan mudah karena nilai tunainya dapat diketahui dengan pasti.
Sebaliknya, biaya peluang merupakan biaya yang mengacu pada hilangnya pendapatan yang
berkonsekuensi mencegah arus kas positif, misalnya, kerusakan mobil ditambah lagi tidak
tersedianya suku cadang mobil tersebut, dapat mencegah pengguna barang untuk melakukan
aktivitas berbayar, seperti melakukan rapat di instansi lain. Biaya peluang bersifat eksplisit karena
nilai tunainya jelas, sekaligus bersifat subyektif karena bergantung pada pengguna lainnya yang
terlibat, dan hubungan mereka dengan aktivitas dapat muncul dalam keadaan tertentu. Biaya non-
moneter, berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah selaku pengguna barang untuk
aktivitas tertentu. Contoh dari biaya ini adalah apabila terdapat kerusakan pada mobil dinas pejabat
eselon I1, pengguna barang akan menghabiskan beberapa jam untuk mengangkut mobil ke bengkel
dan menunggu saat mobil tersebut diperbaiki. Jika tidak ada arus kas negatif aktual atau biaya
peluang, biaya non-moneter dapat dihitung sesuai dengan nilai pada saat itu berdasarkan perspektif
pemerintah selaku konsumen akhir. Biaya non-moneter bersifat implisit karena nilai tunainya tidak
dapat diketahui dengan jelas dan bersifat subyektif karena nilainya tergantung pada pengguna
tertentu yang terlibat.

Model Aplikasi

Model yang diilustrasikan pada Gambar 2 menggabungkan beberapa elemen berbasis pengguna
barang selaku konsumen akhir dan beberapa elemen berbasis produk atau barang. One-on-one TCO
evaluation memungkinkan pengguna lainnya untuk menilai TCO berdasarkan model produk tertentu
sesuai dengan fitur teknis produk, dan kebiasaan penggunaan pelanggan. Jika evaluasi dilakukan
sebelum pembelian, model ini memberikan nilai TCO yang diharapkan dan memungkinkan
pemerintah selaku pengguna barang untuk membandingkan TCO yang diharapkan dari model
produk yang berbeda, dengan menerapkan model TCO yang sama beberapa kali. Average customer
TCO, model aplikasi kedua, menilai TCO rata-rata dari sekelompok model produk untuk pengguna
tertentu, misalnya rata-rata TCO model mobil dinas pejabat eselon | di pasaran sesuai dengan
kebiasaan penggunaan pejabat yang bersangkutan. TCO rata-rata diperoleh dengan menerapkan
model 1 ke berbagai produk milik kelompok yang dipertimbangkan. Model ini memungkinkan
penghitungan nilai TCO rata-rata dari kategori produk yang dipertimbangkan untuk pengguna
tertentu. Hal ini dapat menyebabkan keputusan untuk membeli mobil dinas baru atau tidak,
misalnya, ketika mempertimbangkan apakah pemerintah harus membeli mobil kedua bagi Menteri
atau tidak. Average product TCO tidak merujuk kepada pengguna tertentu, tetapi kepada pengguna
rata-rata, misalnya, rata-rata populasi atau grup, seperti rata-rata pejabat eselon Il di suatu unit lebih
suka mobil tipe A atau tipe B.

Model aplikasi ini menilai TCO dari model produk tertentu untuk pengguna "rata-rata”" yang
termasuk dalam kelompok referensi. Dengan demikian, evaluasi berguna dari sudut pandang
produsen untuk menilai total biaya yang dihasilkan olen model produk tertentu dan
membandingkannya dengan model lain, lalu menganalisis dan membandingkan struktur biaya, atau
menyediakan pengguna dengan model TCO yang diharapkan dari suatu produk dalam kondisi
standar sebelum membeli. Aplikasi keempat dan paling komprehensif adalah average TCO, dihitung
dari nilai rata-rata, baik karakteristik populasi pengguna maupun dari serangkaian model produk.
Dengan menggunakan model ini, dimungkinkan untuk menghitung TCO rata-rata dari satu set
barang milik negara berdasarkan kebiasaan penggunaan rata-rata dari sekelompok pengguna.
Dampaknya, output dari aplikasi ini memiliki nilai deskriptif sehingga dimungkinkan untuk
menganalisis dampak dari berbagai proses, kegiatan, dan item biaya. Dampak lainnya adalah biaya
moneter tidak tergantung pada pengguna barang tertentu atau periode tertentu sehingga biaya
tersebut dapat dinilai secara lebih obyektif.

Aplikasi Empiris

Tantangan dan hambatan untuk implementasi TCO dikelompokkan ke dalam berbagai kategori,
seperti kompleksitas, relevansi, budaya organisasi, pendidikan/pelatihan, dan sumber daya (Ellram,
1993a, 1993b; Ellram & Siferd, 1998). Kategori-kategori tersebut menghambat suatu posibilitas
untuk beralih dari implementasi satu model TCO ke penggunaan berkelanjutan (Hagman et al.,
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2016; Prabhakar & Sandborn, 2012). Kompleksitas adalah masalah yang sangat penting ketika
menerjemahkan pendekatan TCO ke domain pengguna tertentu. Perhitungan TCO membutuhkan
upaya pengumpulan data yang penting yang pada gilirannya akan menghambat implementasi
aktualnya oleh pemerintah. Secara umum, beberapa hambatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:
pertama, tidak semua kegiatan dan item biaya memiliki dampak yang relevan pada TCO; hal ini
menunjukkan bahwa model TCO dapat disederhanakan tanpa mempengaruhi nilainya untuk
pengambilan keputusan. Kedua, kebutuhan untuk memasukkan biaya peluang dan biaya non-
moneter tergantung pada model aplikasi yang dipilih.

Model aplikasi 1. One-on-one TCO Evaluation dan model aplikasi 2. Average product TCO
memungkinkan perhitungan biaya peluang dan non-moneter. Namun di sisi lain, kedua model
aplikasi tersebut tidak memerlukan upaya pengumpulan data untuk satu set pengguna barang.
Sebaliknya, model aplikasi 3. Average customer TCO dan model aplikasi 4. Average TCO
memerlukan upaya signifikan dalam menentukan kebiasaan rata-rata pengguna barang sehingga
aplikasi kedua model tersebut tidak memerlukan evaluasi biaya peluang dan biaya non-moneter.
Ketiga, peneliti mengakui bahwa adopsi luas dari model TCO ini oleh pemerintah akan
membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung perhitungan, seperti: peralatan
teknologi Informasi dan komunikasi yang canggih. Untuk meningkatkan kegunaan praktis model,
dapat ditempuh dua langkah utama, yaitu (1) mengurangi kompleksitas model dan (2)
mengembangkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni untuk mendukung
perhitungan TCO sehingga hal itu akan meringankan upaya pengumpulan data dan mengurangi efek
kompleksitas.

Dengan demikian, prosedur yang dapat pemerintah lakukan untuk mengurangi kompleksitas
model adalah pertama, penentuan model aplikasi yang ingin diadopsi dan identifikasi kebutuhan
data. Kedua, pengujian aplikasi percontohan harus dilakukan untuk menilai relevansi item biaya
yang berbeda. Sebagai alternatif, pemerintah dapat menggunakan sumber sekunder yang
memberikan perkiraan nilai item biaya berbeda dalam model. Ketiga, simplifikasi model, semua
kegiatan dan item biaya terkait yang dianggap tidak relevan dapat dikeluarkan. Keempat, proses
implementasi akhir. Dalam hal ini, peralatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web akan
mengurangi penggunaan upaya dan meningkatkan adopsi model dalam skala besar oleh berbagai
instansi pemerintah. Elemen utama yang dibutuhkan antara lain: (a) server untuk komputasi model
TCO, digunakan untuk menggabungkan formulasi item biaya dan prosedur perhitungan; (b) basis
data yang berisi daftar model produk terkini di pasar, bersama dengan fitur teknis yang relevan; (c)
set parameter yang relevan untuk menghitung biaya; (d) kemungkinan bagi instansi pemerintah
untuk memilih produk dan mengisi informasi mengenai kebiasaan penggunaan yang menentukan
validitas model TCO. Dengan mengombinasikan prosedur reduksi model dan pengembangan
peralatan teknologi informasi dan komunikasi, dimungkinkan bagi pemerintah untuk mendorong
adopsi skala besar dari model TCO yang peneliti usulkan.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pendekatan biaya kepemilikan total telah diimplementasikan secara luas pada sektor privat di
beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Namun aplikasi biaya kepemilikan total
pada sektor publik, terutama pemerintah masih sedikit mendapat perhatian dari para akademisi dan
praktisi di dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Secara
khusus, penelitian ini mengadopsi perspektif konsumen akhir selaku pembeli dalam
mengembangkan model umum untuk penilaian biaya total kepemilikan atas pembelian barang via
skema belanja modal pemerintah.

Model yang diusulkan mencakup perhitungan seluruh biaya terkait barang yang akan dibeli oleh
pemerintah pada setiap tahap pengambilan keputusan, mulai dari tahap pencarian dan pemilihan
barang sampai akhir masa manfaatnya. Ada 4 macam model aplikasi yang menjadi fondasi model
biaya kepemilikan total yang diusulkan, yaitu pertama, one-on-one TCO evaluation, digunakan
untuk menilai biaya produk tertentu yang berkaitan dengan kebiasaan penggunaannya. Kedua,
average product TCO, digunakan untuk menilai biaya rata-rata kepemilikan dan penggunaan barang
atau untuk membandingkan dua atau lebih kelompok produk yang berbeda. Ketiga, average
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customer TCO, digunakan untuk penghitungan biaya produk tertentu bagi kelompok pengguna
tertentu. Keempat, average TCO, digunakan untuk menganalisis model produk rata-rata dan rata-
rata pengguna.

Berdasarkan model aplikasi yang dipilih, model biaya kepemilikan total yang diusulkan akan:
(1) mendukung keputusan pembelian oleh pemerintah, khususnya entitas pengadaan barang/jasa
pemerintah; (2) menyuplai hasil perhitungan yang lebih komprehensif untuk menganalisis dampak
dari variabel dan parameter yang berbeda pada setiap model biaya total kepemilikan; serta (3)
memungkinkan penyedia barang untuk membandingkan penawaran mereka dengan penawaran
penyedia lainnya.
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